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Media Komunikasi (Baru) Anti Korupsi di Indonesia’

Oleh Rulli Nasrullah

Kehadiran internet membawa perubahan terhadap pola komunikasi massa yang selama ini diusung oleh
media tradisional seperti media cetak, radio, dan televisi. Jangkauan internet yang mengaburkan batas-
batas demografi maupun sosio-kultural serta jumlah pengguna internet yang besar dibandingkan
konsumen media tradisional menyebabkan internet memiliki kekuatan baru yang bisa diberdayakan
untuk proses komunikasi antikorupsi, tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia.
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Kekuatan Media Massa

Sebagai saluran komunikasi, terutama dalam kajian komunikasi politik, media massa
media massa memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan saluran komunikasi yang
lain. Hafied Cangara (2003: 134-135) memaparkan lima karakteristik media mass: Pertama,
media massa bersifat melembaga, pihak yang mengelola media melibatkan banyak individu
mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi. Kedua, bersifat satu
arah. Ketiga, jangkauan yang luas, artinya media massa memiliki kemampuan untuk
menghadapi jangkauan yang lebih luas dan kecepatan dari segi waktu. Juga, bergerak secara
luas dan simultan di mana dalam waktu bersamaan informasi yang disebarkan dapat diterima
oleh banyak individu. Keempat, pesan yang disampaikan dapat diserap oleh siapa saja tanpa
membedakan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan tingkat
pendidikan. Kelima, dalam penyampaian pesan media massa memakai peralatan teknis dan
mekanis.

Karakteristik-karakteristik tersebut menyebabkan media massa menjadi salah satu
saluran yang dianggap paling efektif digunakan oleh komunikator politik untuk menyampaikan
pesan, terutama pesan-pesan atau kampanye politik, kepada khalayak. Penelitian yang
dilakukan Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet (1944) menegaskan bahwa kampanye politik dengan
menggunakan media massa di Amerika Serikat sebagai saluran komunikasi politik akan
berdampak pada perubahan perilaku pemilih dalam memberikan pilihannya pada saat
pemilihan umum berlangsung. Sebab, dampak penggunaan media massa tidak hanya sampai
pada tahap kognitif dan afektif saja, melainkan juga pada tahap konatif.! Walter Lippman juga
menekankan bahwa opini publik dibentuk melalui media massa.’

Menurut penelitian McQuail, media massa merupakan alat kekuasaan yang paling efektif
digunakan dalam kerangka penyampaian pesan politik terhadap khalayak karena media massa
(1) dapat menarik dan mengarahkan perhatian, (2) membujuk pendapat dan anggapan, (3)
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mempengaruhi pilihan sikap, (4) memberikan status serta legitimasi, dan (5) medefinisikan dan
membentuk persepsi realitas.’ Dari hasil penelitian tersebut setidaknya menunjukkan adanya
tiga keuntungan penggunaan media. Pertama, dari segi pengaruh media massa memiliki
keampuhan yang luar biasa dalam memperkuat (reinforcement) suatu kondisi atau situasi politik
tertentu. Kedua, dari segi potensi media massa merupakan saluran komunikasi yang penting dan
efektif digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik sehingga apa yang dianggap
penting oleh komunikator politik juga dianggap penting oleh khalayak. Ketiga, dari segi exposure
media bahwa semakin sering pesan-pesan politik disampaikan melalui media massa, maka
semakin dianggap penting oleh khalayak. Begitu juga dengan komunikator politik, semakin
sering tokoh politik diberitakan akan semakin besar kemungkinan peluang tokoh politik tersebut
mendapatkan suara dalam proses pemilihan umum dari khalayak.

Sementara, menurut Blumler dan Gurevitch (1975:17-177), ada empat kerangka dasar
yang ditawarkan berkaitan dengan peran media massa dalam politik, yaitu; Pertama, tingkat
pengawasan negara pada organisasi media massa. Dalam hal ini negara dianggap memiliki
pengaruh yang sangat besar terhadap media massa. Segala kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh negara adalah kebijakan yang harus diikuti dan didukung oleh semua media
massa yang ada serta beroperasi di negara tersebut. Sistem pers tergantung dari sistem
pemerintahan. Kedua, tingkat partisipasi media massa. Bahwa media massa dapat memberikan
dukungan maupun loyalitasnya terhadap negara atau pada partai politik yang berkuasa pada
saat itu. Dimensi ini menjelaskan bahwa komitmen media massa bersifat partisan.* Ketiga,
tingkat integrasi media massa pada elit politik. Jika dua dimensi lainnya terjadi secara formal,
maka hubungan media massa dengan elite politik terjadi secara informal. Hubungan ini
dianggap memiliki potensi tingkat pemahaman yang timbal balik di antara elite politik dan
media massa. Segala isu, pernyataan, sikap, dan apapun yang dikeluarkan oleh elite politik akan
mudah diterjemahkan oleh media massa. Keempat, hakekat legitimasi kepercayaan terhadap
institusi-institusi media massa. Legitimasi ini diperlukan media massa untuk memberikan
pelayanan secara profesional terhadap khalayak dengan tetap bersikap objektif saat
berhubungan dengan politisi dan tidak memihak.

Namun, ditingkat media massa itu sendiri terjadi perbedaan antarinstitusi media massa.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan bagaimana suatu realitas atau peristiwa politik dipandang
dan diberitakan oleh masing-masing media massa. Bahwa apa yang dianggap memiliki nilai
berita yang tinggi oleh satu intitusi media massa belum tentu akan dipandang sama oleh
institusi media massa yang lain. Jika realitas sosial itu sama-sama diberitakan oleh semua media
massa, maka tetap saja akan ada perbedaan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor internal
maupun eksternal yang mempengaruhinya.

“..., boleh jadi sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan
redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola
media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti
tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan
luar lainnya.” (Ibnu Hamad, 2004:2-3)

Shoemaker dan Reese (1991) menegaskan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi



isi media, yaitu faktor internal dan eksternal media. Faktor internal media antara lain
karakteristik individu pekerja media dan rutinitas yang berlangsung dalam organisasi media
(media routine). Sedangkan faktor eksternal media adalah variabel ekstramedia dan ideologi.
Variabel di tingkat ekstramedia mempersoalkan sumber-sumber informasi media, pengiklan,
khalayak sasaran, kontrol pemerintah ataupun pasar media. Sementara itu variabel ditingkat
ideologi (worldview) mempersoalkan berbagai sistem kepercayaan, nilai, dan makna yang
digunakan oleh media massa untuk menentukan isi yang ditampilkan. Asumsi yang dibangun
dari faktor-faktor ini adalah bahwa pengaruh isi media dapat diurutkan berdasarkan hierarki,
mulai dari faktor ideologi dan sistem makro lainnya sampai pada yang lebih mikro, yaitu
karakteristik individu pekerja media. Masing-masing tingkatan tersebut memiliki jangkauan
pengaruh tersendiri, akan tetapi jangkauan pengaruhnya tetap dibatasi oleh tingkatan hierarki
yang lebih tinggi.

Menurut McQuail (1987) bahwa proses produksi media pada dasarnya tidaklah
berlangsung dalam isolasi dan pada umumnya organisasi media beroperasi dalam lingkungan
yang dikarakteristikkan oleh tingginya derajat tekanan dan tuntutan yang kadang kontradiktif.
Tekanan dan tuntutan ini bisa datang dari masyarakat, pemilik, pemegang saham, pengiklan,
mitra kelompok-kelompok sosial dan politik, dan pemerintahan. Dengan demikian media massa
melakukan proses seleksi dan interpretasi, dan informasi yang disampaikan kepada publik dalam
bentuk berita pada dasarnya merupakan hasil kompromi dari berbagai tekanan dan tuntutan
tersebut. Karena itu, dalam mendefinisikan realitas atau peristiwa politik media tidak hanya
sebagai saluran komunikasi politik, melainkan juga juga subjek yang mengkonstruksi realitas
lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.’

Dalam tataran operasional, jika kebijakan media menganggap suatu peristiwa politik -
sebagai salah satu realitas sosial- yang terjadi memiliki nilai penting sehingga harus
disampaikan, maka bersamaan dengan itu akan ada penekanan, penonjolan, argumentasi, yang
lebih dalam pemberitaan media bersangkutan terhadap suatu peristiwa politik tersebut.
Sebaliknya, akan ada pula fakta-fakta yang di kesampingkan, disembunyikan, maupun
diabaikan.®

Dengan demikian, berita media massa tidak sekadar merepresentasikan realitas, tapi
sekaligus juga memproduksinya. Bahwa apa yang ditampilkan oleh media belum tentu adalah
kenyataan sesungguhnya dari suatu peristiwa politik. Peristiwa politik yang disampaikan
tersebut merupakan peristiwa politik yang sudah dikonstruk oleh media dan media dalam
memandang suatu realitas tertentu memasukkan unsur subjektifitas terhadap peristiwa dengan
menonjolkan fakta-fakta yang dianggap penting dan menyamarkan apa-apa yang tidak penting
yang sangat dipengaruhi, salah satunya, oleh faktor ideologi institusi media tersebut. Dalam
pandangan konstruktivis, sebagaimana paradigma yang akan dipakai dalam penelitian ini, media
dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideologi antarkelompok yang ada dalam masyarakat.
Di sini, media massa bukan sarana yang menampilkan kepada publik peristiwa politik secara apa
adanya, tetapi tergantung pada kelompok dan ideologi yang mendominasinya. Dengan demikian
berita yang dihasilkan merupakan representasi dari ideologi media massa tersebut. Stuart Hall
(1978) menjelaskan bahwa berita di media massa sangat tergantung dari (1) ideologi masing-
masing media, baik secara makro berupa pengaruh dari sistem politik yang dianut negara



tempat media berada maupun mikro yaitu politik dalam institusi media, (2) manajemen
redaksional, dan (3) kebermaknaan berita bagi khalayak.

Media Mengkronstruksi Realitas

Media merupakan subyek yang mengkonstruksi realitas atau dengan kata lain media
adalah agen konstruksi yang mendefinisikan realitas bukan cerminan dari realitas (mirror of
reality). Berita di media bukanlah representasi dari realitas, melainkan hasil dari konstruksi kerja
jurnalistik. Proses kerja wartawan mulai dari penentuan pemilihan fakta, sumber, pemakaian
kata, gambar/foto, sampai pada proses penyuntingan merupakan proses kerja bagaimana
realitas itu dihadirkan kepada khalayak. Wartawan adalah agen konstruksi yang tidak hanya
menghadirkan realitas secara apa adanya, tetapi juga turut mendefinisikan realitas tersebut.
Tentu saja dalam mengkonstruksi realitas ada interpretasi, perbedaan pemaknaan, hingga
penekanan atau prioritas penyajian fakta yang dilakukan oleh redaksi (DeGeorge, 1991).

Namun, proses konstruksi itu tidak hanya terjadi ketika suatu realitas sudah berada di
meja redaksi dan siap diolah menjadi berita. Saat menentukan mana realitas yang dipilih dan
layak untuk dilakukan peliputan pun sudah ada kriteria-kriteria yang menjadi pedoman bagi
wartawan, yaitu kriteria teknis dan kriteria yang berkaitan dengan kualitas atau bobot produk
berita.’” Kriteria atau persyaratan teknis ini berkaitan dengan unsur-unsur peristiwa yang
memiliki nilai berita (news value). Sementara unsur-unsur nilai berita dari peristiwa atau realitas
itu adalah memiliki nilai penting (significance), kedekatan waktu (timeliness), peristiwa besar
atau melibatkan tokoh besar (magnitude), ada kedekatan (proximity), ketenaran peristiwa dan
sumber yang terlibat (prominence) dan unsur ketertarikan yang melibatkan sisi kemanusiaan
(human interest). Semakin banyak unsur-unsur ini terdapat dalam suatu peristiwa, maka akan
semakin tinggi pula nilai berita dan semakin penting pula untuk dipilih sebagai bahan informasi
kepada publik. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit unsur-unsur yang ada, semakin kecil pula
kemungkinan manajemen redaksional meloloskan suatu peristiwa dan menjadikannya berita.

Akan tetapi, tidak selamanya dua faktor ini berjalan secara utuh. Suatu peristiwa
tentunya tidak dapat direkam oleh wartawan secara detail, dari menit demi menit, dan bahkan
komentar atau pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut pun tidak semuanya,
sampai titik koma, akan dikutip oleh wartawan. Tentu ada kerja seleksi yang dilakukan oleh
wartawan. Proses seleksi inilah yang subjektif. Artinya seleksi yang dilakukan oleh wartawan
sangat tergantung dari ideologi institusi media tempat dimana wartawan tersebut menjadi
bagian dari sebuah sistem. Karena itu wartawan tidaklah bebas nilai. Dan wartawan dalam
mengkonstruksi suatu realitas tergantung bagaimana definisi atau makna yang disimpulkan dari
realitas tersebut serta sesuai dengan kepentingan ideologi media massa yang bersangkutan.

Stuart Hall (1978) mendefinisikan konstruksi berita yang dilakukan oleh wartawan
dipengaruhi tidak hanya oleh aspek ideologi yang dianut dan praktek organisasi redaksional
saja, melainkan juga pada kebermaknaan berita bagi khalayak.

Produksi berita berhubungan dengan bagaimana rutinitas yang terjadi dalam ruang
pemberitaan —yang menentukan bagaimana wartawan didikte/dikontrol untuk
memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu. Selain praktik organisasi dan ideologi



profesional tersebut, ada satu aspek lain yang sangat penting yang berhubungan dengan
bagaimana peristiwa ditempatkan dalam keseluruhan produksi teks, yakni bagaimana
berita itu bisa bermakna bagi khalayak.?

Agar peristiwa menjadi lebih bermakna, maka seorang wartawan harus memutuskan
item apa dari peristiwa tersebut yang dapat dipahami oleh khalayak. Sebab, peristiwa atau
realitas politik yang terjadi di lapangan begitu kompleks, acak, memerlukan identifikasi, dan
menempatkan konteks sosial tertentu di mana khalayak berada. Proses identifikasi dan
kontekstualiasi terhadap realitas politik adalah proses yang dilalui oleh wartawan sehingga
ketika menulis berita dan mempublikasikannya khalayak dapat memahami peristiwa politik yang
dimaksud.

Wartawan pada kenyataannya tidak hanya memaparkan peristiwa tersebut secara
instrinsik saja, melainkan juga menghubungkannya dengan realitas lain. Stuart Hall menyatakan
bahwa apa yang dilakukan oleh wartawan itu pada dasarnya menempatkan peristiwa atau
realitas yang ada ke dalam peta makna (maps of meaning) yang selanjutnya menjadi latar
asumsi (background asumption) bahwa konstruksi berita bukan hanya atas dasar anggapan
peristiwa tersebut memiliki nilai penting bagi wartawan, juga atas dasar nilai berarti dan
dimengerti oleh khalayak sabagai individu atau kelompok yang menerima konstruksi realitas
tersebut. Dengan demikian, ada proses konsensus di sini. Apa yang diasumsikan penting oleh
wartawan juga diasumsikan penting oleh khalayak. Realitas atau peristiwa politik apa yang
dianggap memiliki nilai berita tentu akan dianggap sama oleh khalayak. Sehingga wartawan
melihat satu peristiwa sesuai dengan pemahaman wartawan bahwa hal tersebut adalah
pengertian umum yang ada dalam masyarakat.

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami, bagaimana
realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. Pendefinisian tersebut bukan
hanya pada peristiwa, melainkan juga pada aktor-aktor sosial. Di antara berbagai fungsi dari
media dalam mendefinisikan realitas, fungsi pertama dalam ideologi adalah media sebagai
mekanisme integrasi sosial. Media di sini berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok, dan
mengontrol bagaimana nilai-nilai kelompok itu dijalankan.’

Nilai-nilai yang telah diintegrasikan di masyarakat tidak terjadi begitu saja dan bukan
pula sesuatu yang alamiah (nature). Sebagai kumpulan dari individu yang memiliki latar
belakang sosial yang berbeda, konsensus umum di antara individu-individu tersebut merupakan
prasyarat mutlak untuk menentukan mana nilai dan perilaku yang sesuai serta mana pula yang
menyimpang. Selanjutnya, media yang akan mendefinisikan realitas apa yang dianggap sesuai,
dianggap menyimpang, apa yang layak dan yang tidak layak sesuai dengan nilai-nilai atau
perilaku yang ada di tengah masyarakat.

Sebagai sebuah institusi sosial, media juga memiliki ideologi. Teun A Van Dijk dalam
makalahnya yang berjudul Ideology and Discourse a Multidisicplinary Introduction (2003)
menjelaskan bahwa ideologi pada dasarnya lebih banyak terdapat dalam kegiatan praktis non-
verbal, struktur organisasi, dan berbagai aspek yang ada di sebuah institusi maupun
perusahaan. Termasuk di dalamnya institusi media massa.



The reasons we mention the institutional nature of ideologies also in relation to discourse
and its reproduction is that it is not merely text and talk that does the job. The ideological
dimension of public discourse is also shaped by (and shapes) the many non-verbal practices, the
organizational structures, and other aspects of companies or institutions. For instance, the
ideology of news reporting is not only limited to content and style of news reports, but imbues
all aspects of news gathering, attending to sources, interaction with other journalists as well as
news actors, and the organization of the professional activities of journalists (meetings,
deadlines, etc).

Ideologi bagi media menurut Van Dijk tidak hanya terlihat dari segi isi maupun gaya
pemberitaan media massa yang bersangkutan, melainkan juga pada seluruh aspek dari
perolehan berita, pemilihan narasumber, interaksi dari wartawan media massa dengan
wartawan media massa lain, juga aktifitas profesional para wartawan seperti pertemuan,
tenggat waktu dan lain sebagainya. Juga, ideologi menjadi dasar dari praktek sosial yang dalam
hal ini praktek media massa, di mana sebagai sebuah institusi media massa memiliki
representasi sosial, tujuan, dan kesamaan ide/kepercayaan yang berlaku bagi untuk seluruh unit
yang ada dalam institusi media massa bersangkutan.

Ideologi juga merupakan representasi dari dimensi identitas sosial yang bisa menjadi
pencitraan dari kelompok tersebut. Karena, ideologi tersusun dari skema sosial yang memuat
beragam kategori yang merepresentasikan dimensi sosial dari institusi tersebut, kriteria
keanggotaan, kekhasan aksi, tujuan akhir, norma dan nilai-nilai yang dianut, serta adanya
persamaan keinginan. Berkaitan dengan hal tersebut Van Dijk (2003) membuat skema ideologi
dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai mana berikut ini;

Membership criteria: What does (not) belong?
Typical activities: What do we do?

Overall aims: What do we want? Why do we do it?
Norms and values: What is good or bad for us?
Position: What are the relationships with orthers?
Resources: Who has access to our group resources?

Keenam kategori ini menurut Van Dijk tidak hanya terorganisasi secara kolektif dan
terejawantahkan dalam aksi individual semata, melainkan teroganisasi dalam pikiran secara
alamiah. Misalnya, Republika yang sejak awal dibangun dan memposisikan dirinya sebagai koran
yang membidik komunitas muslim, maka dalam pemilihan peristiwa dan narasumber yang
diberitakan akan memiliki kecenderungan untuk mengangkat realitas yang berhubungan dengan
muslim dan mengambil narasumber pun yang beragama Islam. Mungkin secara aturan institusi
Republika tidak mengeluarkan aturan resmi bahwa seorang wartawan harus mewawancarai
narasumber yang beragama Islam, akan tetapi dalam prakteknya ini sudah menjadi sebuah
ideologi —yang menurut Van Dijk masuk dalam ideologi berbasis politik— yang secara sadar
maupun tidak sadar telah terbentuk dan menjadi aturan tak tertulis di institusi Republika.

Dengan demikian dapat disimpulkan, dalam mengkonstruksi realitas, masing-masing
media memiliki karakteristik sendiri melalui realitas simbolik teks berita. Proses dialektika-



eksternalisasi-objektivikasi-internalisasi terhadap realitas simbolik dialami oleh setiap media.
Dengan demikian, realitas simbolik bersifat subjektif bagi tiap media dalam memandang suatu
realitas atau peristiwa politik tertentu dibandingkan dengan media lain. Dari realitas simbolik
yang subjektif tersebut melalui proses eksternalisasi tingkat kedua akan terbentu suatu realitas
simbolik secara objektif yang disebut dengan proses obyektivikasi tingkat kedua. Pada akhirnya
obyektivikasi tingkat kedua ini juga akan melewati proses internalisasi tingkat kedua, yang tentu
saja akan mempengaruhi realitas simbolik-subjektif masing-masing media.

Penampang 1
Proses Pembentukan Realitas Simbolik oleh Media

Proses Eksternalisasi Nilai-nilai

Subjektif Wartawan
» Wartawan X » MediaX F—— RedlitasX
Proses . ’ . .
REALITASI Eksternalisasi Reallta.s Simbolik
Nilai-nilai yang dibentuk
> Wartawan Y Realitas Y

Proses pembentukan realitas simbolik dimulai pada saat wartawan memiliki nilai-nilai
subjektif terhadap realitas atau peristiwa politik yang terjadi di lapangan. Realitas tersebut
dikonstruk oleh wartawan dengan menggunakan nilai objektif media sehingga akan muncul
realitas simbolik yang dibentuk dan berlaku pada masing-masing media tersebut (Media X dan
Media Y). Selanjutnya, media akan mempengaruhi kesadaran khalayak melalui obyektivikasi
tingkat kedua yang akan memunculkan realitas simbolik yang berlaku umum untuk setiap media
(Realitas X dan Realitas Y).*°

Kekuatan (Media) Baru

Di awal tahun 2003 lalu, gerakan antiperang di Amerika semakin memberikan tekanan
terhadap kebijakan pemerintahan George W. Bush yang melakukan invasi terhadap Irak secara
membabi buta. Gerakan politik di dunia maya seperti MoveOn (www.moveon.org), ANSWER
(www.interbationalanswer.org), atau United for Peace & lJustice (www.unitedforpeace.org)
menggunakan  internet untuk  mendistribusikan  kampanye-kampanye antiperang,
mengorganisasikan gerakan demontstrasi di beberapa wilayah, dan mepromosikan beragam
gerakan antiperang lainnya seperti informasi berapa banyak wanita dan anak-anak yang
terbunuh dalam invasi tersebut. Hasilnya pada tanggal 15 Februari 2003 ribuan orang
melakukan demonstrasi besa-besaran menentang kebijakan pemerintahan dalam invasi Irak.

Tidak hanya soal perang, isu-isu seperti kapitalisme dan imperealisme pun tak luput dari
jangkaun aktivis politik siber. Sasaran selanjutnya adalah para pemimpin dunia seperti Presiden
Amerika George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair serta anggota G8 lainnya.
Komunitas siber pun membentuk “virtual bloc” untuk mengawasi, mengkritik, dan melalukan



perlawanan terhadap upaya kapitalisme dan imperealisme gaya Barat yang diusung G8.
Pengaruh kekuatan politik siber juga bisa dilihat dalam pemilihan di Spanyol pada Maret 2004.
Kandidat dari partai konservatif , yang juga menjabat sebagai perdana menteri saat itu, bahwa
mereka akan memenangkan pemilihan dengan mudah walau negara tersebut dihantui oleh
beberapa peristiwa pemboman yang menewaskan lebih dari 200 orang. Apa yang terjadi?
Masyarakat melalui internet membuat aliansi untuk tidak mendukung kandidat dan
menyebarkan kampanye untuk tidak memilih sang kadidat pada saat pemilihan berlangsung.
Laporan Jacob Adelman, wartawan majalah Time Asia, mendokumentasikan gerakan serupa
yang terjadi di China, India, dan Hongkong.

Di Indonesia gerakan politik siber ini terlihat menjelang akhir tahun 2007. Klaim Malaysia
atas lagu Rasa Sayange menjadi awal dari gerakan politik siber di Indonesia. Ratusan bahkan
ribuan konten blog mengkampanyekan gerakan antipembajakan lagu oleh Malaysia bahkan para
peretas pun tidak segan-segan mengobrak-abrik beberapa situs resmi buatan negara tetangga
tersebut. Gerakan ini semakin membesar ketika Malaysia tak jera dengan mengklaim batik pada
awal tahun 2009. Gerakan politik siber ini juga mengakibatkan ratusan orang melalukan
demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia.

Bulan madu politik siber di Indonesia akhirnya muncul melalui kasus Prita versus RS
Omni International maupun kasus Bibit-Chandra muncul kepermukaan. Dukungan kampanye
para aktivis politik siber bisa teridentifikasi dengan banyaknya anggota baru yang bergabung
dengan grup Facebook seperti “Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah &
Bibit Samad Riyanto” yang mencapai “1.343.693 anggota atau DUKUNG PRITA MULYASARI”
dengan 94.627 anggota. Dan jumlah ini akan terus berkembang. Kemudian muncul pula Gerakan
1.000.000 Siswa Menolak Ujian Nasional.

Tidak hanya bermain di dunia maya semata, para aktivis politik siber juga melakukan
gerakan secara offline dengan melakukan menggalang massa dan melakukan demontrasi di
jalanan. Senin, 8 November 2009 lalu ribuan orang berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia
untuk mendukung KPK dan menolak upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Laporan media
pun menyebutkan bahwa demonstrasi tersebut diikuti oleh para Facebookers; sebuah
pengakuan gamblang terhadap kekuatan pengguna internet.

Lalu, mengapa harus internet? Pada dasarnya internet adalah media baru dengan
beragam faktor yang membedakannya dengan media tradisional'’. Dilihat secara kuantitas,
pengguna internet memiliki jumlah yang semakin berkembang. Data yang dirilis oleh
internetworldstats.com menyebutkan bahwa ada lebih 30 juta pengguna internet di Indonesia
dan angka pertumbuhan penggunanya sekitar 12,5 persen per tahun.



Tabel 2
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Sumber: www.internetworldstats.com/stats3.htm
diakses tanggal 10 Desember 2009

Indonesia bahkan menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam menggunakan Facebook;
sampai tulisan ini dibuat setidaknya ada sekitar 11,759,980 akun Facebook yang dibuat dengan
rentang usia pengguna antara 18-34 tahun. Juga, rangking yang dirilis ALEXA [The Web
Information Company] , menempatkan pengguna situs jaringan sosial Multiply dari Indonesia
merupakan terbesar dengan share sekitar 24,3 persen mengalahkan Amerika 14,7 persen,
Philipina 12,1 persen, Thailand 10,4 persen, maupun India 6,2 persen. Rilis ALEXA juga
menyebutkan Indonesia menempati urutan ke-4 pengguna Blogger dengan 4,6 persen, urutan
ke-3 pengguna Wordpress dengan 6,7 persen, dan urutan ke-2 pengguna Friendster dengan
16,5 persen.

Dengan jumlah user yang banyak ini, internet merupakan wilayah virtual yang subur
untuk melakukan beragam aktifitas politik. Bisa jadi, internet merupakan medium ampuh
gerakan politik di Indonesia. Dan bisa jadi pula pengguna internet muncul sebagai kekuatan
baru, kelompok penekan, dan basis massa demokrasi yang -secara virtual dalam penegakan
demokrasi di negara ini.

Selain pengguna internet yang secara kuatitatif berjumlah besar dan akan terus
berkembang, dibandingkan dengan media tradisional, aktivitas politik di siber setidaknya



memiliki lima kelebihan; pertama, dalam situs jejaring sosial informasi yang disampaikan
bersifat apa adanya. Setiap user bisa menyampaikan apa saja tanpa peduli dan terintimidasi
oleh sensor. Kondisi ini berbeda dengan media tradisional, dimana setiap teks, gambar, atau
ilustrasi yang dipublikasikan haruslah melalui mekanisme redaksi yang menyesuaikan materi
publikasi dengan kriteria kebijakan masing-masing media. Bahkan tidak jarang, mekanisme
redaksi ini diintervensi oleh pemilik modal maupun pengiklan (John Mc Namus, 1994).

Kedua, kekuatan internet bersifat multi-akses. Artinya, informasi yang disampaikan di
internet tidak hanya bisa diakses oleh anggota dalam jaringan semata, melainkan bisa diakses
oleh siapapun dan dari wilayah manapun. Laporan Majalah BussinessWeek edisi Oktober lalu
memaparkan bagaimana masa depan televisi akan semakin bersaing (bahkan tergerus) oleh
keberadaan tv internet yang digelontorkan oleh Yahoo! Maupun Intel.

Ketiga, internet merupakan perpustakaan dokumentasi online terbesar dan terlama.
Setiap konten yang dipublikasikan, misalnya, di situs jejaring sosial Blogspot atau Wordpress
akan tersimpan dalam waktu lama selama akun tersebut aktif. Juga, setiap kata kunci dari
informasi yang disampaikan di internet akan mudah ditemukan dalam hitungan detik melalui
fasilitas pencarian seperti Google dan Yahoo!. Dengan demikian, setiap pengakses internet bisa
mengingat kembali peristiwa politik yang terjadi beberapa tahun lalu. Berbeda dengan siaran
televisi yang mengendap singkat di benak audiens atau perlunya waktu serta tenaga untuk
mencari melalui dokumentasi fisik atau melalui microfilm media cetak di perpustakaan.

Keempat, internet merupakan medium penyebaran informasi yang cepat. Isu yang
sedang hangat saat ini bisa tersebar dengan cepat di internet melalui konten tulisan di situs
jejaring sosial. Sifatnya yang interaktif menyebabkan pengguna internet bisa mengomentasi
konten secara langsung. Bahkan, tak perlu piawai dalam soal menulis, pengguna internet pun
bisa menjelma menjadi komentator politik dengan hanya memberikan komentar singkat di
kolom status; fasilitas yang disediakan oleh Facebook, MySpace, Multiply, maupun Twitter.

Kelima, akses internet yang murah. Berbeda dengan media tradisional dimana informasi
diproduksi dengan memakan biaya produksi yang tidak sedikit —selain kebutuhan waktu dan
SDM—internet merupakan fasilitas yang menyediakan produksi isu yang berbiaya murah;
Terbukti dengan menjamurnya warung internet di sekitar kampus dan juga fasilitas internet
melalui telepon genggam dengan biaya bulanan yang cukup murah.

Internet vs Media Tradisional

Straubhaar dan LaRose mencatat bahwa adanya perubahan terminologi menyangkut
media. Perubahan tersebut berkaitan dengan teknologi, cakupan area, produksi massal (mass
production), distribusi massal (mass distribution), sampai pada efek yang dimunculkan®. Pada
awalnya pesan disampaikan dengan menggunakan selebaran/manuskrip dan penyebarannya
pun masih menggunakan tenaga orang untuk membawa pesan tersebut pada tujuan.
Perkembangan teknologi dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di
pertengahan abad ke-14 menciptakan gelombang munculnya media massa yang semakin maju



dan beragam. Kehadiran buku, majalah, koran, selebaran, poster, dan sebagainya merupakan
pertanda bahwa kemajuan media.

Penemuan transmisi audio dan visual melalui gelombang membuat perkembangan
media massa menjadi tidak terbendung lagi. Penyebaran informasi yang pada mulanya hanya
menjangkau wilayah tertentu kini menjadi lebih luas. Pesan yang sebelumnya tercetak kini bisa
dinikmati secara audio, visual, bahkan kombinasi antara audio-visual. Media juga tidak lagi
sekadar penyampai pesan, melainkan sudah menjelma sebagai sumber dari hiburan,
pendidikan, sosial, gaya hidup, hingga bisnis yang menguntungkan. Dengan beragamnya pilihan
media massa, khalayak bisa melakukan shopping ideas seusai dengan keinginan dan kebutuhan
mereka, banyak perusahaan yang menawarkan jasa dan produk melalui iklan di media, dan
tentu saja pemilik media bisa mendapatkan profit dari kebutuhan ini. Pertimbangan profit ini
kadangkala menjerumuskan media tradisional dari keputusan redaksi untuk menayangkan
informasi kepada publik. Bahkan ditenggarai media tradisional dengan kekuatannya secara
sembunyi-sembunyi tidak lagi secara murni memainkan peran dalam proses demokrasi,
melainkan sudah menjadi agen dari berbagai kepentingan.*®

Kehadiran internet kini mulai mengaburkan defenisi media tradisional, seperti media
cetak hingga radio-televisi, yang tidak lagi dibatasi oleh geografis, perbedaan demografis,
bahkan psikografis. Bahkan mau tidak mau sekarang perusahaan media tradisional pun mulai
melirik dunia siber sebagai lahan yang perlu dirambah. Jika sebelumnya pembaca harus
membeli edisi cetak koran harian seperti Kompas, Republika, dan Harian Tempo, maka pada saat
ini ketiga koran tersebut sudah bisa dinikmati secara digital dengan teknologi e-paper dan dapat
diakses di manapun di belahan dunia ini selagi mereka terhubung dengan koneksi internet.
Internet pula yang kini bisa merubah fungsi dari teknologi radio dan televisi. Khalayak bisa
mengakses siaran radio dan televisi secara langsung melalui telepon genggam mereka.

Gerakan politik di internet ditengarai sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1990
dengan berkembangnya diskusi-diskusi politik di internet. Menurut Graham Meikle dalam
Future Active: Media Activism and the Internet (2002) bahwa internet menjadi medium yang
sangat efektif digunakan para aktifis pergerakan terutama untuk terlibat dalam proses
demokrasi maupun penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Namun, pilihan untuk
melakukan aktifitas komunikasi anti korupsi berbarengan dengan media tradisional adalah
pilihan bijak. Perpaduan antara media tradisional dan media baru ini akan menjelma menjadi
kekuatan penekan yang semakin digjaya dan memiliki efek bola salju yang semakin besar.

Cyberpolitics atau kekuatan komunikasi politik melalui dunia siber memiliki masa depan
yang semakin harus diperhitungkan. Internet memadukan kekuatan media baru dan aspirasi
politik yang menurut Kahn dan Kellner (2001) akan semakinpopuler dan membudaya di masa
mendatang, dimana pertumbuhan penggunanya melesat cepat dan sulit diprediksi serta
beragamnya fasilitas yang disediakan untuk memproduksi material maupun model demokrasi.
Bahkan internet tidak lagi sekadang inovasi teknologi dalam jaringan sematar, melainkan sudah
menjelma menjadi medium kekuatan politik sebagai alat komunikasi antikorupsi yang bisa
digunakan oleh siapapun di Indonesia. Ini yang dikatakan McLuhan sebagai the Medium is the
Message, Facebook menjelma menjadi partai politik virtual dengan anggota politik terbanyak



dibandingkan seluruh anggota DPR maupun DPRD. Tak salah bila dikatakan aktivis politik siber
merupakan kekuatan alternatif di samping media massa untuk menyuarakan gerakan
antikorupsi sekaligus sebagai kekuatan untuk mengawasi penegakan hukum terhadap kasus-
kasus korupsi di Indonesia!
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